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UNIT ESELON I PERLU DIBUAT ST PENANGGUNGJAWAB RB

1. BADAN KEAHLIAN : INDRA PAHLEVI

2. DEPUTI PERSIDANGAN : DJAKA D W 

3. DEPUTI ADMINISTRASI : SURATNA

4. INSPEKTORAT UTAMA : DEWI BARLIANA
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1. BADAN KEAHLIAN

2. DEPUTI PERSIDANGAN

3. DEPUTI ADMINISTRASI

4. INSPEKTORAT UTAMA 



Syarat Minimal

Nilai RB

62

64

66

68

70

72

74

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

65,99

“B”
66,22

“B”

72,71

“BB”71,05

“BB”



1. Mengimplementasikan pelaksanaan RB kepada seluruh unit kerja.

2. Penerapan pimpinan sebagai ROLE MODEL, Penguatan AGEN PERUBAHAN,

menetapkan TARGET TERUKUR dan melakukan monitoring secara berkala.

3. Perubahan MIND SET aparatur berdasarkan NILAI ORGANISASI, perubahan apa

yang ingin dicapai dan rencana tindak lanjutnya.

4. Memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai akan arti pentingnya URAIAN

TUGAS dan JABATAN serta TUGAS FUNGSI serta UKURAN KEBERHASILANYA.

5. Penurunan indeks integritas organisasi: perlu MEMPERBAIKI SISTEM INTEGRITAS,

terutama pada BUDAYA ORGANISASI ANTI KURUPSI.

6. Hasil survei indeks PERSEPSI ANTI KORUPSI pegawai Setjen dan BK DPR RI

BELUM MEMUASKAN., perlu diperbaiki sistem integritas dalam pemberian

pelayanan.

7. Perlu segera menata pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, sehingga seluruh

pegawai dapat diklasifikasikan pada jenis pegawai yang dikenal dengan UU ASN atau

PNS dan PPPK



8. MERENCANAKAN KEBUTUHAN PEGAWAI dengan memperhatikan bentuk organisasi yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif

melalui EVALUASI KELEMBAGAAN secara berkala

9. Menyempurnakan rumusan UKURAN KINERJA secara berjenjang serta melaksanakan pemantuan dan secara ELEKTRONIK

diseluruh level organisasi secara berkala, melakukan penyelarasan antara kinera yang akan dicapai dengan anggaran real,

serta melakukan perbaikan atas hasil pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya

10. MENERAPKAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan

menetapkan HASIL PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA..

11. Meningkatkan PENERAPAN E-GOVERNMENT, tugas layanan koordinasi dengan stakeholder Setjen dan BK DPR dan

mempercepat penerapan SPBE di bidang kearsipan yang berbasis elektronik yang terintegrasi

12. Peningkatan maturitas SPIP dan kapasistas pengawasan intern dengan penilaian tingkat KAPABILITAS INSPEKTORAT

UTAMA (IACM) yang saat ini masih menuju level 3

13. Evaluasi pelaksanaan penanganan GRATIFIKASIi, implementasi kebijakan WISTLE BLOWING SYSTEM, penanganan

BENTURNA KEPENTINGAN secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut

14. Melanjutkan pembangunan unit kerja yang akan diusulkan menjadi unit WBK dan WBBM dan setelah dilakukan evaluasi oleh

APIP bagi yang lolos berdasarkan standar penilaian dapat diusulkan pada Tim Penilai Nasional dalam hal ini Kementerian

PAN-RB



PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

2020 2021
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Road Map Reformasi Birokrasi

merupakan strategi tingkat nasional serta kerangka

acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam

melaksanakan program reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

berisi prioritas RB nasional, tahapan pelaksanaan

kegiatan reformasi birokrasi, serta kolaborasi antar

berbagai instansi pemerintah

Saat ini Road Map Reformasi Birokrasi sedang dalam

proses penyusunan, dengan bantuan dari berbagai

akademisi nasional dan internasional



11ittama.dpr.go.id


